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	Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengukuran kinerja dan transparansi pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, dengan fokus pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian adalah seluruh pegawai di setiap bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari sebanyak 101 orang yang ditetapkan sebagai sampel melalui teknik sampling jenuh. Data dikumpulkan dengan kuesioner berbasis skala Likert, kemudian dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS) melalui SmartPLS 4.0. Hasil temuan menunjukkan bahwa pengukuran kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja, sedangkan transparansi pelaporan tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini mengindikasikan keberhasilan akuntabilitas lebih ditentukan oleh kualitas sistem pengukuran kinerja yang objektif dan konsisten dibandingkan hanya keterbukaan administratif dalam pelaporan. Implikasi penelitian menekankan pentingnya peningkatan kualitas indikator pengukuran kinerja serta pengembangan sistem pelaporan yang lebih substantif, partisipasif, dan mudah diakses publik guna memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah secara berkelanjutan.
Kata Kunci: Akuntabilitas Kinerja, Pemerintah Daerah, Pengukuran Kinerja, Transparansi Pelaporan.

Abstract
This study aims to analyze the effect of performance measurement and reporting transparency on the performance accountability of local government, with a focus on the Regional Secretariat of Batang Hari Regency. The research method employs a quantitative approach. The population consists of all employees in each division of the Regional Secretariat of Batang Hari Regency, totaling 101 individuals, who were determined as the sample using a saturated sampling technique. Data were collected through a Likert-scale-based questionnaire and analyzed using Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS) with SmartPLS 4.0. The findings indicate that performance measurement has a positive and significant effect on performance accountability, whereas reporting transparency does not have a significant effect. These results suggest that accountability success is more strongly determined by the quality of an objective and consistent performance measurement system rather than merely administrative openness in reporting. The implications of this research highlight the importance of improving the quality of performance measurement indicators and developing a more substantive, participatory, and publicly accessible reporting system to sustainably strengthen the performance accountability of local governments.
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1. Pendahuluan
Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu pilar utama dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Prinsip good governance terdiri dari beberapa aspek, yaitu akuntabilitas, partisipasi publik, transparansi, responsivitas, dan keadilan. Salah satu aspek utama dalam mencapai good governance yaitu akuntabilitas kinerja, yang memungkinkan masyarakat untuk menilai keberhasilan pemerintah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pemerintahan secara optimal, terbuka dan akuntabel dalam rangka mendorong kepercayaan publik serta tingkat pelayanan. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diatur melalui Peraturan Menteri PANRB No.88 Tahun 2021 menjadi instrument penting dalam menilai kinerja birokrasi, khususnya melalui pengukuran kinerja dan transparansi pelaporan. 
Namun, realitas menunjukkan bahwa penerapan SAKIP di beberapa daerah masih menghadapi tantangan. Hal ini terlihat dari penurunan nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari dari 71,43 pada tahun 2023 menjadi 71,21 pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem manajemen kinerja, terutama pada aspek pengukuran yang belum sepenuhnya outcome-oriented dan pelaporan yang cenderung administratif. 
Beberapa studi menunjukkan bahwa transparansi pelaporan memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja. Pelaporan yang transparan memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengawasan secara langsung dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Di sisi lain, pengukuran kinerja yang valid membantu pemerintah untuk mengidentifikasi kelemahan dan merumuskan strategi perbaikan yang tepat sasaran. Sulistyowati et al. (2019) menemukan terdapat pengaruh positif dan signifikan dari pengukuran kinerja terhadap akuntabilitas, sedangkan Adam et al. (2022) menunjukkan pengaruh positif meski tidak signifikan. Sementara itu, transparansi pelaporan terbukti meningkatkan kinerja instansi pemerintah (Rohaeni, 2024;Zahra et al., 2023) meskipun implementasinya seringkali terbatas pada keterbukaan administratif.
Dengan demikian penelitian ini dilakukan karena adanya kesenjangan antara tuntutan kebijakan nasional mengenai penguatan akuntabilitas melalui SAKIP dan realisasi di tingkat daerah yang belum optimal. Penurunan skor AKIP di Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari menandakan perlunya kajian lebih mendalam mengenai efektivitas pengukuran kinerja dan transparansi pelaporan dalam mendukung akuntabilitas kinerja. selain itu, perbedaan hasil penelitian terdahulu menunjukkan masih adanya inkonsistensi temuan yang perlu diuji kembali dalam konteks yang berbeda. Dengan demikian, riset ini relevan dalam menunjukkan temuan yang teruji secara empiris sekaligus rekomendasi praktis bagi peningkatan tata kelola pemerintah daerah.
Penelitian ini mengangkat permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut: (1) Apakah pengukuran kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah? (2) Apakah transparansi pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah?
Kajian ini mendapati kebaharuan terhadap pengujian simultan pengaruh pengukuran kinerja dan transparansi pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja dengan metode SEM-PLS, khususnya pada konteks Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari yang sedang menghadapi penurunan skor AKIP. Sehingga kajian ini tidak semata menambah literatur empiris, namun juga dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai komponen-komponen yang berdampak pada akuntabiliats kinerja di tingkat pemerintah daerah.
Fokus utama penelitian ini untuk menelaah pengukuran kinerja atas akuntabilitas kinerja sekaligus menganalisis pengaruh transparansi pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja di Sekretariat Daerah kabupaten Batang Hari.
Penelitian ini ditujukan untuk memberikan kegunaan, baik dalam aspek teoritis maupun dalam praktik lapangan, yaitu penelitian ini memperkaya kajian tentang akuntabilitas kinerja sektor publik, khususnya dalam konteks penerapan SAKIP di tingkat daerah. Sementara itu, secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi rekomendasi untuk pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengukuran kinerja yang lebih outcome-oriented serta meningkatkan transparansi pelaporan yang substantif, partisipasif, dan mudah diakses publik. 

Tinjauan Pustaka
a. Stewardship Theory
Stewardship theory pertama kali diperkenalkan oleh Davis, Schoorman dan Donaldson (1997) sebagai alternatif dari agency theory. Teori ini berangkat dari pandangan bahwa manajer (pengelola) tidak perlu termotivasi oleh kepentingan pribadi sebagaimana diasumsikan dalam agency theory, tetapi justru memiliki kecenderungan untuk berperan menjadi steward untuk mengutamakan kepentingan instansi dan pihak-pihak berkepentingan (Davis et al., 1997). 
Menurut  Sakdiyah et al. (2023) teori stewardship didasarkan pada asumsi filosofi mengenai watak manusia yang bisa diyakini, bertanggung jawab, integritas, serta jujur pada orang lain. Teori ini dapat dituangkan dalam penelitian di bidang organisasi sektor publik karena mengarah pada tujuan instansi dari pada tujuan pribadi yang mendahulukan pelayanan kepada masyarakat.
b. Pengukuran Kinerja 
Pengukuran kinerja adalah proses yang sistematis untuk menilai sejauh mana pencapaian tujuan organisasi telah terlaksana dan seberapa efektif sumber daya digunakan. Dalam sektor publik, pengukuran kinerja tidak hanya mengutamakan hasil akhir, melainkan pada langkah yang ditempuh untuk mencapainya. Pengukuran kinerja menjadi alat penting untuk mengoptimalkan operasional dan meningkatkan kualitas layanan atau produk suatu organisasi di era yang ditandai oleh tuntutan transparansi dan akuntabilitas. Sehingga pengukuran kinerja menunjukkan seberapa baik pencapaian tujuan telah terjadi dan seberapa baik sumber daya yang telah digunakan (Judijanto & Afandy, 2024).
Merujuk Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran kinerja mencakup dua aspek, yakni perbandingan antara capaian dengan target dalam perjanjian kinerja tahunan, serta perbandingan realisasi program berjalan dengan sasaran lima tahun yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD.
Marsus (2022) menyebutkan bahwa dalam pemerintahan pengukuran kinerja diterapkan dengan baik terhadap pelayanan eksternal maupun pelayanan internal pendukung. Contoh pelayanan internal meliputi perawatan infrastruktur, pengembangan sistem informasi serta penyediaan barang dan jasa dan layanan pendukung lainnya. Sedangkan pelayanan eksternal, seperti pelayanan terkait keamanan masyarakat, pelestarian lingkungan, pertahanan serta aspek lainnya. Ukuran kinerja diantaranya masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), hasil antara (intermediate outcome), hasil akhir (final outcome), dan efisiensi. 
Menurut BPKP (2000) pengukuran kinerja sektor publik idealnya mencakup beberapa aspek diantaranya kebijakan, perencanaan dan penganggaran, kualitas, efisiensi, keadilan, serta akuntabilitas (Sarsiti, 2020). Aspek-aspek ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan layanan publik dapat berjalan secara efektif, efisien, dan adil.
c. Transparansi Pelaporan 
Transparansi berperan penting untuk mendorong peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah yang transparan memberikan akses terbuka terhadap informasi publik, sehingga masyarakat dapat lebih memahami penentuan keputusan serta pengelolaan asset publik. Dengan menyediakan keterangan yang lebih luas, pemerintah dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan akuntabilitasnya (Judijanto & Afandy, 2024).
Di Indonesia prinsip transparansi dalam pelaporan kinerja instansi pemerintah diatur oleh beberapa peraturan seperti:
a. Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 terkait Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  Peraturan ini menegaskan pentingnya pelaporan yang berbasis pada data yang akurat, terukur, dan relevan dengan tujuan kinerja yang telah ditetapkan. 
b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Aturan ini menetapkan kewajiban lembaga publik guna memberikan keterangan yang relevan serta akurat bagi publik.
c. PP Nomor 8 Tahun 2006 terkait Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Regulasi ini mengintegrasikan pelaporan keuangan dengan pelaporan kinerja untuk memberikan gambaran utuh mengenai pencapaian instansi pemerintah.
Prinsip transparansi ini terdiri dari dua komponen diantaranya: (1) komunikasi pemerintah kepada publik; dan (2) hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Apabila pemerintah tidak melakukan kinerja secara optimal, maka kedua komponen tersebut dapat sulit dilakukan. Transparansi merupakan titik awal manajemen kinerja yang baik, sehingga harus berjalan beriringan dengan kewajiban melindungi informasi yang bersifat rahasia bagi lembaga maupun data yang menyangkut hak privasi individu memerlukan perlindungan khusus. Oleh karena itu, dengan besarnya volume data yang dikelola pemerintah, keberadaan petugas informasi yang professional menjadi penting dalam mendukung pengambilan keputusan dan memberi tahu masyarakat tentang kebijakan penting dan keputusan penting (Rifky et al., 2022)
d. Akuntabilitas Kinerja
Tambajong et al., (2023) mendefinisikan akuntabilitas merujuk pada kapasitas seseorang atau sekelompok orang dalam merespons otoritas yang lebih tingggi atas tindakannya dan mempertanggungjawabkannya kepada publik. Pada konteks instansi pemerintah “seseorang” yang dimaksud adalah pemimpin instansi pemerintah sebagai pemberi amanat dan bertanggungjawab atas amanat yang telah diselenggarakan bagi kepentingan publik. 
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 menyebutkan kinerja sebagai output dari program yang mencerminkan pemanfaatan anggaran yang telah dilakukan, dengan indikator kualitas dan kuantitas yang diukur. 
Akuntabilitas kinerja berperan penting dalam tata kelola pemerintah, ketentuan ini ditetapkan guna menjamin agar setiap lembaga pemerintah dapat melaksanakan tanggung jawabnya terhadap tugas dan capaian yang telah direncanakan. Akuntabilitas kinerja diharapkan dapat membuat organisasi sektor publik lebih terbuka dan bertanggung jawab untuk mengolah sumber daya dan mencapai tujuan strategis.
Berdasarkan Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa AKIP atau Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah didefinisikan sebagai mekanisme tanggung jawab dan pengembangan performa instansi pemerintah yang diwujudkan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja mengacu pada kewajiban instansi pemerintah untuk menjelaskan dan menyampaikan laporan mengenai kegiatan yang telah dijalankan, termasuk penggunaan anggaran dan pemenuhan terget strategis yang sudah ditentukan. Ruang lingkup evaluasi SAKIP meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Kinerja.
2. Metode
Penelitian ini memakai metode kuantitatif melalui explanatory research, karena fokus utamanya menjelaskan kausal antar variabel pengukuran kinerja dan transparansi pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
Menurut Sujarweni (2024) populasi adalah sekelumpulan individu atau objek yang mempunyai kesamaan dalam suatu riset khusus. Adapun populasi penelitian ini terdiri atas pegawai di seluruh bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari sebanyak 101 orang. Sampling jenuh ditetapkan dengan menjadikan seluruh populasi dijadikan sampel penelitian (Sugiyono, 2019). 
Data yang dipakai berupa data primer. Paramita et al. (2021) menyatakan bahwa data primer merujuk pada data yang dikumpulkan dari hasil survei lapangan dengan menggunakan metode pengumpulan data. Data primer digunakan sebagai sumber informasi yang didapat dengan menggunakan instrument melalui kuesioner dengan tujuan memperoleh keterangan yang sebenarnya dari responden (Rusdianti, 2018). Data primer dalam hal ini adalah penjabat struktural lingkup Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari.
Variabel-variabel dalam penelitian ini diukur dengan skala Likert 1-5. Kuesioner mencakup indikator diantaranya: (1) variabel pengukuran kinerja dengan indikator input, output, outcome, benefit, dan impact (Mutia, 2009); (2) variabel transparansi pelaporan dengan indikator akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu, penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya, kemudahan akses informasi, dan menyusun suatu mekanisme jika terjadi pelanggaran (Sufiati et al., 2022); dan (3) variabel akuntabilitas kinerja berdasarkan indikator penetapan rencana strategi, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan (Fiddin, 2021). 
Data penelitian dianalisis melalui metode Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS) menggunakan SmartPLS versi 4.0. Tahapan analisis mencakup analisis deskriptif, uji outer model (validitas dan reliabilitas instrument), uji inner model (nilai R2, dan F2), serta pengujian hipotesis melalui nilai p-value pada tingkat signifikansi 5%. 
3. Hasil dan Pembahasan
Analisis Statistik Deskriptif
Analisis statistik deskriptif digunakan dalam menyajikan gambaran awal yang dapat membantu memahami hasil penelitian. Hasil menunjukkan bahwa secara umum, responden memberikan tanggapan positif pada variabel pengukuran kinerja, transparansi pelaporan, maupun akuntabilitas kinerja. Ringkasan analisis statistik deskriptif ditunjukkan dalam tabel berikut:


	
	N
	Mean
	Median
	Modus 
	Standar Deviasi

	Pengukuran Kinerja (X1)
	75
	37,61
	42
	48
	11,411

	Transparansi Pelaporan (X2)
	75
	29,39
	30
	40
	7,887

	Akuntabilitas Kinerja (Y)
	75
	29,77
	32
	34
	7,599


Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif 
Sumber: Data primer diolah, 2025

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, variabel Pengukuran Kinerja memiliki nilai rata-rata sebesar 37,61 dengan median 42 dan modus 48, menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai sistem pengukuran kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari sudah berjalan baik dan mendukung evaluasi kinerja. Variabel Transparansi Pelaporan memperoleh nilai rata-rata 29,39 dengan median 30 dan modus 40, yang mengindikasikan bahwa keterbukaan informasi kinerja telah tersedia, meskipun masih lebih banyak dipandang sebagai formalitas administratif dan belum sepenuhnya dimanfaatkan publik sebagai sarana pengawasan. Sementara itu, variabel Akuntabilitas Kinerja memiliki nilai rata-rata 29,77 dengan median 32 dan modus 34, menunjukkan bahwa pertanggungjawaban kinerja pemerintah dinilai positif oleh responden, walaupun tetap diperlukan penguatan terutama pada aspek transparansi pelaporan agar akuntabilitas dapat tercapai secara optimal dan berkesinambungan.

Uji Outer Model
Uji outer model dilakukan untuk menilai kelayakan indikator dalam merepresentasikan konstruk penelitian melalui pengujian validitas dan reliabilitas.
1. Validitas konvergen
Validitas konvergen diuji agar setiap indikator yang dipakai dapat merepresentasikan konstruk laten secara tepat. Nilai outer loading yang baik adalah 0,70 dan nilai AVE harus diatas 0,50 (Ghozali & Kusumadewi, 2023). Hasil uji ini dipaparkan dalam tabel berikut:

	Variabel
	Indikator
	Outer Loading
	AVE
	Keterangan

	Pengukuran Kinerja(X1)
	PK1 – PK10
	>0,7
	0,777
	Valid

	Transparansi Pelaporan (X2)
	TP1 – TP8
	>0,7
	0,785
	Valid

	Akuntabilitas Kinerja (Y)
	AK1 – AK8
	>0,7
	0,864
	Valid


Tabel 2. Hasil Uji Validitas Konvergen 
Sumber: Output SmartPLS 2025

Hasil ini memperlihatkan bahwa setiap indikator pada variabel penelitian mempunyai nilai outer loading di atas 0,7 dan nilai AVE (Average Variance Extracted) > 0,5. Hal ini membuktikan seluruh indikator mampu menjelaskan variabel laten secara baik, sehingga dapat dinyatakan valid secara konvergen.

2. Discriminant Validity
Pengujian ini dilakukan guna memastikan agar setiap variabel laten pada model penelitian memiliki konstruk yang berbeda satu sama lain. Penilaian ini menggunakan nilai HTMT dengan batas maksimum 0,85. Nilai tersebut tertera dalam tabel berikut:

	Variabel
	HTMT
	Keterangan

	Pengukuran Kinerja <-> Akuntabilitas Kinerja
	0,782
	Valid

	Transparansi Pelaporan <-> Akuntabilitas Kinerja
	0,198
	Valid

	Transparansi Pelaporan <-> Pengukuran Kinerja 
	0,299
	Valid


Tabel 3. Hasil Uji Discriminant Validity 
Sumber: Output SmartPLS, 2025

Berdasarkan nilai HTMT tersebut menunjukkan bahwa antar konstruk memiliki nilai <0,85, sehingga setiap variabel penelitian memiliki diskriminasi yang baik dan mampu membedakan konstruk satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu validitas diskriminan telah terpenuhi pada seluruh konstruk penelitian.

3. Composite Reliability
Uji reliabilitas konstruk ditentukan dari nilai composite reliability yang dipakai guna memastikan konsistensi internal indikator dalam mengukur variabel laten. Hasil uji ini tertera dalam tabel berikut:

	Variabel
	Cronbach’s alpha
	Composite reliability(rho_a)
	Composite reliability (rho_c)
	Keterangan

	Pengukuran Kinerja(X1)
	0,959
	0,963
	0,965
	Reliabel

	Transparansi Pelaporan (X2)
	0,982
	0,985
	0,984
	Reliabel

	Akuntabilitas Kinerja (Y)
	0,962
	0,998
	0,967
	Reliabel


Tabel 4. Hasil Uji Composite Reliability 
Sumber: Output SmartPLS 2025

Berdasarkan hasil uji tersebut yang dilakukan melalui nilai Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability. Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh variabel, yaitu pengukuran kinerja, transparansi pelaporan, dan akuntabilitas kinerja memiliki nilai Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability di atas 0,7. Dengan demikian, seluruh konstruk dinyatakan reliabel karena memiliki konsistensi internal yang memadai.


Uji Inner Model
Uji inner model dilakukan untuk mengevaluasi hubungan antar variabel laten dalam model penelitian. Penilaian dilakukan melalui nilai R-square dan F-square.

1. Uji R-Square
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kekuatan model. Hasil uji r-square tertera pada tabel berikut:

	Variabel
	R-square
	R-square adjusted

	Akuntabilitas Kinerja (Y)
	0,589
	0,577


Tabel 4. Hasil Uji R-Square 
Sumber: Output SmartPLS 2025

Merujuk pada tabel tersebut nilai R-Square pada variabel Akuntabilitas Kinerja (AK) sebesar 0,589 yang mengindikasikan bahwa variabel eksogen memiliki kemampuan menjelaskan 58,9% variasi akuntabilitas kinerja dalam model. Di sisi lain, R-Square adjusted senilai 0,577 menunjukkan variabel laten akuntabilitas kinerja menyatakan cukup mampu memberikan pengaruh terhadap variabel pengukuran kinerja dan transparansi pelaporan sebesar 57,7%.

2. Uji F-Square
Nilai F-Square menunjukkan tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Menurut Ghozali & Latan (2015) terdapat tiga kategori effect size, yaitu 0,02 (kecil), 0,15 (sedang), dan 0,35 (besar). Nilai tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

	Variabel
	f-square
	Keterangan

	Pengukuran Kinerja -> Akuntabilitas Kinerja 
	1,325
	Besar

	Transparansi Pelaporan -> Akuntabilitas Kinerja
	0,002
	Kecil 


Tabel 5. Hasil Uji F-Square 
Sumber: Output SmartPLS 2025

Berdasarkan nilai f-square tersebut menunjukkan bahwa Pengukuran Kinerja (PK) terhadap Akuntabilitas Kinerja (AK) sebesar 1,325 yang termasuk kategori besar, sementara itu Transparansi Pelaporan (TP) terhadap Akuntabilitas Kinerja (AK) sebesar 0,002 yang berada dibawah 0,02 sehingga tergolong kecil dan tidak berpengaruh secara substanstif. Sehingga kontribusi Pengukuran kinerja lebih dominan dibandingkan Transparansi Pelaporan dalam menjelaskan Akuntabilitas Kinerja.

Pengujian Hipotesis 
Hipotesis diuji dengan menganalisis nilai koefisien jalur serta nilai p-value pada model struktural. Tingkat signifikansi yang ditetapkan sebesar 5. Hasil pengujian ditunjukkan pada tabel berikut:

	Variabel 
	Original Sample (O)
	Sample mean (M)
	Standar Deviation
(STDEV)
	T-Statistics
(|O/STDEV|)
	P-Values

	Pengukuran Kinerja -> Akuntabilitas Kinerja 
	0,775
	0,769
	0,074
	10,461
	0,000

	Transparansi Pelaporan -> Akuntabilitas Kinerja
	-0,026
	-0,012
	0,097
	0,272
	0,786


Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Jalur 
Sumber: Output SmartPLS 2025

Hasil pengujian hipotesis memperlihatkan bahwa pengukuran kinerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja dengan p-value <0,05, maka hipotesis dinyatakan diterima. Hal ini menegaskan bahwa semakin baik pengukuran kinerja, semakin tinggi pula akuntabilitas yang dicapai. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sulistyowati et al. (2019) 
Sebaliknya, transparansi pelaporan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja karena p-value melebihi 0,05 hipotesis dinyatakan ditolak. Artinya meskipun arah hubungan tetap positif, transparansi pelaporan belum mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Rohaeni (2024) dan Sufiati et al. (2022). Perbedaan ini mengindikasikan bahwa penerapan transparansi pelaporan di Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya berfungsi sebagai sarana evaluasi publik. 
Kondisi ini menunjukkan bahwa laporan kinerja yang disusun belum dimanfaatkan secara optimal sebagai instrument pengendalian dan penilaian kinerja, melainkan hanya dipandang sebagai kewajiban formal untuk memenuhi regulasi. Oleh karena itu, instansi perlu memperkuat mekanisme kepentingan agar transparansi benar-benar memberikan kontribusi pada peningkatan akuntabilitas kinerja. 
4. Kesimpulan
Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengukuran kinerja menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari, sedangkan transparansi pelaporan tidak memberikan pengaruh signifikan meskipun arah hubungannya tetap positif. Hasil ini memberikan solusi atas permasalahan akuntabilitas kinerja dengan menegaskan pentingnya memperkuat sistem pengukuran kinerja yang terstruktur, terukur, dan konsisten agar dapat menjadi dasar pertanggungjawaban instansi pemerintah secara lebih komprehensif. Di sisi lain, transparansi pelaporan masih perlu dioptimalkan, khususnya dalam penyajian informasi yang mudah diakses, relevan, dan berorientasi pada kebutuhan publik agar dapat benar-benar mendukung proses akuntabilitas. 
Penelitian ini terbatas pada penggunaan data yang hanya melibatkan satu instansi, maka hasilnya belum bisa digeneralisasikan ke seluruh organisasi perangkat daerah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan responden, menambah variabel lain yang berpotensi memengaruhi akuntabilitas kinerja, serta menggunakan pendekatan metode yang berbeda agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif.
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